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risis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang dise-

babkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa

dunia telah dilanda pandemi virus Carona varian baru yang kemudian

diberi nama sebagai Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sejak

30 Januari 2020. Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola,

pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek

ekonomi, Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi

efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi
dengan serius.
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Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam mengejawantah
berbagai kebijakan dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19
melalui instrumen hukum dalam rangka melaksanakan berbagai strategi
penanggulangan pandemi ini di setiap negara. Oleh karena peran hukum yang
demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam
berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk
melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis
instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan.
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Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang
dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan
hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum
dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan
terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar
harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari
berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!
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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur
dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dergar tanpa hak melakukan pelarggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
gyat (1) huruf | untuk Perggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rpl100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpaizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
kak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf 1, dan/atau hurul h
wvntuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpaizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
kak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rpl.000.000.000.- (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yarg memenuhi unsur sebagzimana dimaksud pada ayat (3) yarg dilakukan dalam bentuk
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 {sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.0C0.000,- (empat miliar rupiah).
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PENGEMBANGAN PENDIDIKAN HUKUM
BERBASIS E-JUDGE
DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN

Muhammad Mashuri
Tuti
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
mashuri_faci@yahoo.com
tuti. unmer@gmail.com

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua negara di dunia saat ini
termasuk juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dipungkiri telah
membawa dampak perubahan dalam kehidupan kita. Terjadi disrupsi dalam
banyak bidang seperti pendidikan maupun hukum, dimana terjadi perubahan
dalam cara belajar dan cara berpikir dalam prosesnya. Hal tersebut menggugah
kembali kesadaran kita akan hadirnya teknologi digital yang menjadi ciri
digitalisasi dalam Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 menimbulkan respon berupa fenomena Pendidikan
4.0 vang pada hakikatnya menciptakan kerjasama antara manusia dengan mesin
agar dapat memperoleh solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang
dihadapi saat ini, menemukan kemungkinan pembaharuan dalam banyak bidang
yvang bermanfaat untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia.!

Proses belajar mengajar yang sebelumnya bisa dilakukan secara formal
dalam metode tatap muka di dalam kelas kini semuanya harus diganti menjadi
proses belajar e-learning. Sebagaimana Lipshitz (2013) dalam bukunya “E-
Learning: 21+ Century Issues and Challenges” menjelaskan bahwa E-learning adalah
“A general term used to refer to computer-enhanced learning. It is used interchangeably
in so many contexts that it is critical to be clear what one means when one speaks of ‘E-
learning™?

Kurikulum Pendidikan 4.0 dalam proses pembelajarannya juga sudah
harus memasukkan unsur-unsur seperti internet of things, teknologi informasi, big
data, serta internship maupun entrepreneurship. Hal ini bertujuan agar
pembelajaran yang diberikan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai

I Delipiter Lase, “Iendidikan di Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Sundermann. Vol.1
No.1, Desember 2019, hlm.32.

2 Audrey R. Lipshitz and Steven Parsons, 2013, E-Learning: 21st Century Issues and
Challenges, Nova Science Publishers, New York, sebagaimana dikutip dari: Putu Kussa
Laksana Utama, “E-Learning Sebagai Evolusi Proses Pembelajaran Di Era Masyarakat
Informasi”, [urnal Penjaminan Mutu, Vol. 3 No.1, Februari 2017, him.6.
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keterampilan untuk mengaplikasikan aspek literasi data, aspek literasi teknologi
dan aspek literasi manusia. 3

Untuk itu pembelajaran dalam Pendidikan 4.0 membutuhkan kompetensi
atau kemampuan untuk membaca, menganalisis, serta menggunakan informasi
seperti big data. Kemampuan yang dikenal sebagai literasi data tersebut menjadi
salah satu bagian penting dalam unsur pembaruan yang harus dimiliki oleh
masyarakat, industry, maupun pemangku kebijakan. 4

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sumber hukum di Indonesia
salah satunya adalah yurisprudensi. Dalam mencapai suatu keadilan dan
kepastian hukum, Hakim mempunyai kewenangan tersendiri dalam bentuk
diskresi atas keyakinan hakim dalam menetapkan dan memutus suatu perkara
vang sedang disidangkan. Dalam membuat putusan, Majelis Hakim harus
mempunyai acuan kerangka berpikir yang sistematik, menggunakan doktrin
maupun teori hukum yang dipakai sebagai pegangan. Sehingga dalam
penyusunan putusan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum
vakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.3

Sebelum mengambil suatu putusan, majelis hakim didalam putusannya,
pasti akan membuat suatu pertimbangan hukum yang merupakan dasar majelis
hakim dalam mengambil putusan setelah memperhatikan fakta persidangan.
Pertimbangan hukum vyang biasa digunakan majelis hakim berisi analisis,
argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari sumber hukum vang ada di
Indonesia. Sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu dalam

pengambilan putusan pengadilan hakim harus mengikuti aturan yang sudah diatur
dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, hakim dalam mengambil suatu putusan, biasanya akan
melakukan tiga tahap untuk mendapatkan suatu putusan yang baik dan benar,
adapun tiga tahap tersebut adalah :

1. Tahap Konstantir
2. Tahap Kualifisir
3. Tahap Konstituir

Jika tahap konstatir, kualifisir dan konstituir diterapkan Hakim untuk
membuat putusan dengan dijadikan dasar dalam menilai pertimbangan hukum
untuk mengambil suatu putusan, dapat dipastikan akan memberikan hasil
putusan yang baik. Yaitu suatu putusan yang dapat memberikan rasa keadilan,
rasa kepastian hukum serta rasa manfaat bagi semua pihak yang berperkara.

3 Delipiter Lase, Op.cit., hlm.35.

1 Setia Pramana, "Peningkatan Literasi Data Menuju Indonesia 4.0.", Empowerment in
the Community, Vol.1 No.1, Januari 2020, hlm.37.

5 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence), (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, hlm. 213.
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PERMASALAHAN

Salah satu permasalahan dalam dunia hukum yang masih menjadi sorotan
dalam masyarakat adalah keputusan hakim vyang dianggap masih belum
memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara di peradilan. Hal ini
bisa terjadi karena faktor kurangnya wawasan pengetahuan hukum sebagai
akibat adanya perubahan sumber hukum, contohnya seperti penambahan
peraturan hukum baru-baru ini akibat pandemi Covid-19. Faktor berikutnya
adalah pemilihan tafsir pengetahuan hukum mana yang perlu dipakai hakim
dalam memutuskan suatu perkara.

Agar proses penegakan hukum dapat menghasilkan keputusan yang adil
berdasarkan sumber pengetahuan hukum yang tepat, peran hakim sebagai insan
hukum pelaksana untuk mengambil keputusan, harus disertai dengan
kemampuan dan kecakapan untuk melakukan analisis perkara hukum dengan
benar. Dengan demikian hakim tersebut telah memenuhi tugas pokok dan fungsi
badan peradilan, vang disebutkan untuk melaksanakan fungsi kekuasaan
kehakiman yang efektif, yakni untuk memutus sengketa maupun untuk
menyelesaikan masalah hukum dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan
vang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan pada keagungan,
keluhuran, serta kemuliaan institusi kehakiman.®

Untuk hal ini kompetensi keilmuan bagi seorang hakim agar dapat menjadi
insan hukum yang cakap dalam proses pengambilan keputusan (decision making
process) untuk penyelesaian perkara hukum. Sehingga dalam menerapkan pola
pengambilan putusan  juga harus dikaitkan dengan penguasaan dan
pemanfaatan teknologi digital untuk menambah kemampuan dan kecakapan
mereka. Siap atau tidak siap dengan datangnya perubahan kemajuan ini, semua
pihak harus dapat beradaptasi dengan teknologi seperti Artificial Intelligence dan
penggunaan Big Data, dengan kata lain hakim hukum harus mampu menjadi
agent of change, agent of development dan agent of modernization dalam bidang
hukum.

Mengacu pada uraian di atas, permasalahan yang ingin dibahas dalam
tulisan ini adalah bagaimana cara mewujudkan konsep sistem pendukung
dalam proses pengambilan keputusan, untuk membantu membuat keputusan
peradilan yang adil dan mempunyai kepastian hukum dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi dibidang hukum.

PEMBAHASAN

E-Judge sebagai Sistem Pendukung Dalam Proses Pengambilan Keputusan
Sistem Pendukung Keputusan dalam Wikipedia pengertiannya

merupakan sistem manajemen berbasis pengetahuan yang merupakan bagian

dari computer-based information system yang digunakan dalam mendukung proses

8 Mahkamah Agung RI, 2010, Cefak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah
Agung R, Jakarta.hlm.14-15.
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pengambilan keputusan suatu organisasi. ” Pengambilan keputusan dalam hal ini
adalah untuk mencapai suatu tujuan, dan menurut teori etis tujuan hukum
adalah keadilan® Oleh karenanya segala usaha yang berkaitan dengan
pelaksanaan hukum harus mengarah pada sistem hukum yang dimaknai paling
cocok dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.?

Sistem hukum mempunyai tiga unsur vaitu struktur, substansi, dan kultur
hukum. Struktur hukum merupakan pola bagaimana hukum dijalankan menurut
ketentuan formalnya oleh institusi hukum maupun aparat penegak hukum.
Sedangkan substansi merupakan norma, aturan maupun pola perilaku nyata dari
manusia yang berada dalam sistem. Sedangkan kultur/budaya hukum
merupakan pikiran sosial maupun kekuatan sosial yang menentukan bagaimana
hukum itu diterapkan, digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan.”

Dalam kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, era pembaruan juga
sudah disikapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hadirnya “Cetak
Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035." Disebutkan dalam Cetak Biru tersebut
bahwa keberadaan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan vyang
mendukung fungsi MA untuk mengadili, dilakukan dengan membuat Riset
penelitian berserta analisis yang menjadi dasar dalam pembuatan putusan. Dalam
hal ini bersumber pada data serta informasi yang terkait dengan substansi
perkara vang sedang ditangani. Sumber pengetahuan yang dimaksud berisi
segala peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, putusan peradilan yang
berkekuatan hukum tetap serta telah diklasifikasikan, maupun sumber-sumber
literatur pendukung, 1

Lebih lanjut mengenai pengembangan organisasi dalam lingkup MA
tersebut maupun badan-badan peradilan di bawahnya diarahkan pada desain
organisasi yang berbasis pada pengetahuan (knowledge-based organization), dengan
tujuan untuk mengubah Tacit Knowledge menjadi Explicit Knowlegde. Sehingga
Tacit Knowledge sebagai pengetahuan dan ketrampilan yang tersimpan dalam
pikiran seorang hakim secara individual, dapat diubah menjadi Explicit Knowlegde
vang diungkapkan dalam bentuk perwujudan rumusan atau bentuk suatu media.
Sehingga pengetahuan tersebut nantinya bisa menjadi pengetahuan yang juga
dapat dipelajari oleh semua insan hukum, terutama untuk aparatur peradilan
maupun hakim hukum.

7 https:/ /id.wikipedia.org/ wiki/Sistem_pendukung keputusan, diakses 8 Mei
2020,

§ 1 Dewa Gede Atmadja, 2013, Filsafat Hukum Dimensi dan Historis, Setara, Malang,
hlm.37.

9 Fauzi Iswari, 2017, “Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal, Vol.1
No.1, Juli 2017, hlm.131.

W Musakkir, “Problematika Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di
Indonesia”, 2014, Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia, Komisi Yudisial Republik
Indonesia, Jakarta, 2014, him.141-142,

1t Mahkamah Agung RI, op.cit., hal.45.
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Pengembangan sistem hukum menuju Explicit Knowledge ini dapat
dipercepat dengan penggunaan dan pengaplikasian teknologi Al dan Big Data.
Pengaplikasian Artificial Intelligence untuk mengelola pengetahuan hukum serta
penggunaan Big Data sebagai sumber pengetahuan hukum dapat digunakan
untuk membantu proses penyelenggaraan sistem peradilan. Pengelolaan
pengetahuan hukum ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pengetahuan
hukum positif maupun menjadi pengetahuan hukum yang dapat digunakan
menjadi masukan bagi dasar perubahan hukum yang akan datang. Kegunaan lain
dari pengelolaan pengetahuan hukum ini juga dapat diarahkan untuk
memperbaiki proses pengambilan keputusan peradilan, sehingga dapat
memberikan hasil putusan yang adil, akurat dan independen.

Disini Penulis ingin memberikan konsep gagasan penciptaan E-Judge
sebagai suatu sistem pendukung untuk penyelenggaraan sistem pengambilan
keputusan peradilan yang akurat dan independen. E-Judge dalam hal ini
mengidentifikasikan masalah yang ada, kemudian memilih data-data yang
terkait, setelah itu menentukan pendekatan yang akan digunakan pada proses
pengambilan keputusan, dan melakukan evaluasi terhadap pemilihan alternatif
vang ada, sampai memberikan hasil akhir. Sistem ini adalah alat untuk
membantu proses pengambilan keputusan di peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan
mempergunakan teknologi Arfificial Intelligence dan penggunaan Big Dafa.

E-Judge adalah suatu teknologi Artificial Intelligence yang memakai database
dari Big Dafa yang berupa segala sumber peraturan hukum yang berlaku,
putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah
diklasifikasikan, serta berbagai sumber literatur pendukung lainnya. Sebagai
kecerdasan buatan, cara kerja dari E-Judge diarahkan sebagai sistem pendukung
vang mampu melakukan swakelola sistem peradilan seperti fungsi seorang
hakim dalam proses pengambilan keputusan di peradilan.

Tugas dan fungsi Hakim sebagai pemberi keputusan atas suatu perkara,
dalam Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan disebutkan
mulai dari memetakan duduk perkara, kemudian memetakan takta yang ada,
memetakan pertanyaan hukum, memetakan bukti dan saksi, memetakan sumber
referensi hukum, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam
perkara, sehingga mampu menyelesaikan perkara tepat pada waktunya serta
dapat menjatuhkan putusan yang bijaksana.’? Dalam sistem E-Judge akan
menggunakan database-nya untuk melakukan penyaringan dan analisis atas input
informasi yang untuk memetakan duduk perkara dan fakta hukum yang ada;
melakukan analisis atas fakta yang diberikan dengan melakukan perbandingan
berdasarkan sumber pengetahuan yang ada dalam database-nya; melakukan
analisis dalam membandingkan kesesuaian alat bukti dan keterangan saksi

2 Tim Penyusun, et al, 2016, Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor
Peradilan, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP), Jakarta,
hal.14.
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terhadap fakta hukum yang diberikan; memberikan pertimbangan tambahan
dalam analisis sebelum pengambilan keputusan; dan dalam tahap akhirnya
memberikan hasil akhir berupa analisis keputusan peradilan.

Secara sederhana cara kerja E-Judge dapat Penulis sampaikan sebagai
berikut: kemampuan penyaringan informasi dari E-Judge diambil dengan cara
melakukan filtrasi atau penyaringan dari kata-kata yang menjadi input dari
perkara peradilan yang dimasukkan dalam suatu platform. Sedangkan
kemampuan analisis E-Judge dilakukan dengan cara melakukan pengaturan nilai
bobot suatu tindakan hukum untuk dibandingkan kesesuaiannya dengan sumber
pengetahuan hukum yang ada, serta membandingkan kesesuaian fakta hukum
dengan input informasi dari alat bukti maupun keterangan saksi.

Pengaturan nilai bobot ini bertujuan untuk memberikan suatu nilai absolut
dalam suatu tindakan. Dalam memberikan keputusan peradilan pertimbangan
dari seorang hakim salah satunya berdasarkan pada unsur keyakinannya. Namun
unsur keyakinan ini masih merupakan suatu hal yang bersifat relatif, karena
tidak dapat diukur nilainya. Unsur keyakinan bisa saja mempunyai kadar seperti
vakin sekali, sangat yakin, agak yakin, sedikit yakin, kurang yakin, dan
sebagainya. Unsur keyakinan ini juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan
hukum vang dipilih, karena berasal dari sumber hukum yvang mempunyai celah
untuk dilihat dalam beberapa tafsiran. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang
terjadinya praktek-praktek judicial corruption, akibat kurang independennya
secorang hakim dalam membuat keputusannya. Untuk itu setiap tindakan perlu
diberi nilai bobot agar dapat memberi kejelasan seberapa pasti suatu kesalahan
atau penyimpangan hukum yang dilakukan.

Sistem analisis E-Judge menggunakan database yang memberikan bobot
penilaian suatu tindakan hukum yang terjadi dengan dasar tingkat
penyimpangan tindakan tersebut dibandingkan pada sumber pengetahuan
hukum peradilan. Contoh sederhana, kesalahan seorang yang mencuri seekor
ayam diberi bobot angka kesalahan yang lebih rendah daripada kesalahan
secorang vang mencuri satu kilogram emas berdasarkan pengetahuan hukum
bahwa nilai kerugian pencurian yang kedua lebih besar daripada pencurian vang
pertama. Dengan sistem pembobotan vang tertata, penentuan kadar kesalahan
seseorang dapat dinilai secara terukur sehingga tidak bersifat relatif lagi.
Pembobotan ini juga memberikan penilaian yang adil karena disesuaikan dengan
tingkat penyimpangan yang dilakukan, berdasarkan ketentuan yang tercantum
dalam sumber hukum positit. Demikian pula proses analisisnya dapat diperiksa
kebenaran penafsirannya terhadap kesesuaian dengan sumber hukum positif
vang dijadikan acuan.

Dalam wunsur pertimbangan tambahan dimasukkan unsur vyang
memberatkan atau meringankan kesalahan, penambahan ini untuk memberikan
penilaian yang lebih adil dalam keputusan. Di sini Penulis memberi tambahan
proses gabungan analisis antara E-Judge dengan unsur analisis dari majelis hakim.
Analisis majelis hakim ini dimaksudkan bahwa dalam proses pengambilan
keputusan peradilan ini, juga sudah dipadukan dengan unsur-unsur
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kebijjaksanaan, pengalaman, intuisi dan pengetahuan hakim terhadap suatu
perkara.

Dalam penentuan unsur pertimbangan tambahan, sistem mengambil
secara acak 3 (tiga) orang hakim yang kompeten untuk menjadi majelis hakim
secara anonim yang berada dalam wilayah pengadilan yang berwenang. Nama
majelis hakim vang ditunjuk untuk memeriksa perkara peradilan tidak
diungkapkan dulu, demikian pula seluruh nama pihak yang berperkara. Hal ini
bertujuan agar semua pihak yang berperkara tidak saling mengenal dan terkait
sehingga menutup celah koneksi yang dapat menimbulkan kesempatan
terjadinya praktek judicial corruption. Hasil analisis dari majelis hakim menjadi
unsur tambahan pertimbangan untuk memperingan ataupun memperberat
tindakan hukum. Kemudian dari hasil analisis yang didapatkan E-Judge diberi
bobot 50% dan digabungkan dengan hasil analisis yang didapat dari majelis
hakim yang juga diberi bobot 50%, sechingga memunculkan hasil analisis final.

Untuk mewujudkan proses peradilan yang bermartabat, majelis hakim
vang terlibat dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan diharapkan
dapat bertindak sesuai kode etik yang telah ditetapkan. Kode etika dan perilaku
hakim sedunia dalam hal ini dapat dijadikan acuan sebagai pedoman bersama
vang dipakai, vaitu yang dikenal dengan “The Bangalore Principles of Judicial
Conduct”. Kode etik tersebut mencantumkan enam prinsip yang harus dijadikan
pegangan bagi para hakim di dunia, termasuk juga di Indonesia agar dapat
mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas dan bermartabat. Prinsip tersebut
adalah prinsip-prinsip mengenai independence, impartiality, integrity, propriety,
equality, dan competence and diligence. 13

Pada tahap akhir, E-Judge akan mengeluarkan hasil akhir berupa
keputusan peradilan atas suatu perkara, yang merupakan keputusan murni dan
terukur berdasarkan pertimbangan hukum. Sebab keputusan ini sudah melalui
proses analisis berdasarkan kebenaran sumber pengetahuan hukum yang
berlaku. Hasil akhir E-Judge ini menjadi suatu hasil keputusan peradilan yang
telah memberikan suatu nilai keadilan terukur dengan dasar kepastian sumber
hukum positif yang digunakan. Dan hasil akhir ini juga memberikan nilai
transparansi terhadap proses pengambilan keputusan dengan membuka seluruh
data informasi pihak-pihak anonim yang terkait dalam proses pembuatan
keputusan tersebut.

E-Judge sebagai suatu sistem, berawal dari database pengetahuan hukum
dengan berdasar pada sumber hukum yang berlaku sebagai acuannya. Dalam hal
ini F-judge memberikan keleluasaan untuk dapat secara cepat melakukan
perubahan database pengetahuan hukumnya jika terjadi perubahan, seperti
penghapusan aturan hukum ataupun munculnya aturan hukum yang baru.
Contohnya pandemi Covid-19 yang melahirkan aturan hukum baru seperti PP
No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

13 Jimly Asshiddigie, 2018, Pengantar lmu Hukum Tata Negara, Rajawali, Jakarta,
hal.317.
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Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Kepres No.
11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan demikian kelak E-Judge mampu dengan
cepat membantu agar peraturan hukum yang baru tersebut dapat segera
dijadikan Explicit Knowledge bagi para penegak keadilan.

Di sisi lain keperluan untuk menciptakan hukum yang akan datang (ius
constituendum) dapat diambil dengan melakukan pembaruan hukum dari hasil
pengembangan analisis E-Judge yang sudah ada, selain dari pemikiran ahli
hukum dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan E-Judge adalah menciptakan nilai keadilan yang bersifat akurat dan
independen, berdasarkan pertimbangan sesuai sumber pengetahuan hukum yang
berlaku dalam dafabase-nya. Dalam hal ini pengetahuan hukumnya tidak
dipengaruhi oleh perasaan keyakinan yang berbeda-beda, seperti halnya
pandangan multi tafsir yang dimiliki oleh hakim akibat adanya perbedaan
sumber hukum yang diketahuinya. Selanjutnya E-Judge juga dapat memperluas
serta memperdalam pengetahuan hakim tentang suatu perkara, dengan
membantu mereka untuk melihat fakta maupun argumen yang sebelumnya
mungkin belum terpikirkan.

Dengan pelaksanaanya, diharapkan E-Judge dapat membantu memutus
mata rantai praktek judicial corruption karena E-Judge dapat mewujudkan proses
yang akurat dan independen dalam pembuatan keputusan peradilan. Keadilan
yang diberikan adalah keadilan yang berdaulat (Sovereign Justice) yakni keadilan
yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam memberikan keadilan dan kepastian
hukum bagi para pencari keadilan.

Keputusan akhir E-Judge yang berdasarkan pada analisis pertimbangan
hukum telah melewati serangkaian proses secara saksama dan akuntabel. Hal ini
pada akhirnya akan membuat pihak yang berperkara dapat menerima keputusan
yang dipandang sudah lebih memberi keadilan bagi semua pihak. Karena itu E-
Judge dapat memberi kemungkinan proses hukum tidak perlu lagi dilanjutkan
dengan proses banding, sehingga bisa lebih merampingkan proses peradilan
dalam menangani suatu perkara.

Secara ringkas, manfaat yang dapat dicapai dengan menggunakan E-Judge
ialah:

1. Memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan analisis
pertimbangan yang lebih akurat, akuntabel dan terukur

2. Memperluas keterbatasan jangkauan pemikiran manusia seperti dalam hal

ingatan, pengetahuan informasi hukum, maupun kecepatan untuk meng-

update informasi hukum yang terbaru

Memberikan sifat independen dalam proses pengambilan keputusan

Memberikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan

. Menutup celah koneksi antar pihak yang terlibat perkara peradilan sehingga

tidak dapat dimanfaatkan pelaku judicial corruption

6. Memberi kemungkinan perampingan proses peradilan karena keputusan yang

saksama sehingga bisa dipertimbangkan untuk tidak banding.

o1 e
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Kehadiran E-Judge sebagai suatu sistem pendukung dalam proses
pengambilan keputusan peradilan, mungkin merupakan langkah revolusioner
yang masih memerlukan kajian maupun pemikiran teknis lebih lanjut. Namun
kemampuan untuk mengkombinasikan teknologi maju dan kecerdasan manusia
yvang dimplementasikan dalam E-Judge layak untuk diwujudkan sebagai
pembaruan dalam sistem hukum kita. Kehadiran pengaplikasian teknologi
seperti Artificial Intelligence dan Big Data dalam lingkup peradilan dapat menjadi
langkah maju untuk mencapai keadilan yvang berdaulat (Sovereign [ustice) yang
menjadi impian bagi semua pencari keadilan.

PENUTUP

Hadirnya pandemi Covid-19 telah menggugah kembali kesadaran kita
tentang hadirnya teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengelolaan
pengetahuan. Terjadi perubahan dalam cara belajar, cara berpikir maupun
pengelolaan pengetahuan dalam bidang pendidikan maupun hukum. Hal ini pun
menyadarkan kita untuk segera melangkah maju agar dapat mengantisipasi
Revolusi Industri 4.0 dalam bentuk kemajuan teknologi vang lebih tinggi.

Teknologi seperti Artificial Intelligence maupun Big Data tidak cukup
sekedar dipakai dalam penguasaan data saja, lebih maksimal jika dapat
diimplementasikan dalam proses pengelolaan pengetahuan hukum untuk
pengambilan keputusan dari suatu perkara peradilan vang akan memudahkan
hakim dalam mengambil dasar hukum dalam melakukan pertimbangan hakim
didalam suatu putusan sehingga dalam mengambil putusan, hakim akan
mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu seorang hakim
harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini di bidang hukum.

Konsep gagasan menghadirkan E-Judge berawal dari harapan untuk
membuat langkah maju dalam dunia hukum demi mendapatkan keadilan yang
berdaulat bagi setiap pencari keadilan. Mungkin hal ini masih membutuhkan
waktu dan pemikiran yang lebih lanjut agar dapat diwujudkan. Namun sekiranya
harapan ini dapat diwujudkan, tentu akan menjadi suatu warisan (legacy) yang
membawa kemaslahatan bagi generasi kita berikutnya.
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